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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori Terkait Judul 

1. Peran Penyuluh Agama 

a. Pengertian Peran 

Peran ialah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.
1
 

Menurut terminologi, peran adalah sebuah tingkah atau bentuk 

perilaku yang diharapkan oleh seseorang yang memiliki 

kedudukan di masyarakat. Adapun peranan sendiri ialah 

perbuatan yang diharapkan dapat dijalankan oleh seseorang 

dalam suatu hal maupun peristiwa.
2
 

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status). Dikatakan apabila seseorang telah 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan 

atau  statusnya, maka ia telah melaksanakan perannya.
3
 

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa peran dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan 

atau dijalankan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau 

status sosial dalam suatu organisasi maupun lembaga berdasarkan 

hak dan kewajibannya. 

b. Pengertian Penyuluh Agama 

Kata penyuluh berasal dari akar kata ―suluh‖ yang 

memiliki arti barang atau benda yang digunakan untuk 

menerangi, (biasanya terbuat dari daun kelapa yang kering) atau 

―obor‖. Sedangkan penyuluh sendiri memiliki arti ―pemberi 

penerangan‖, atau ―penunjuk jalan‖. Dari pernyataan tersebut 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penyuluh merupakan seseorang 

yang memberi penerangan serta penunjuk kepada jalan yang 

benar.
4
 

Sedangkan kata ―agama‖ memiliki arti ajaran, sistem 

yang mengatur tentang tata keimanan atau kepercayaan kepada 

Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang 

berkaitan dengan pergaulan manusia serta manusia dengan 

                                                           
1
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2
 Torang Syamsir, Organisasi Dan Manajemen (Bandung: Alfabeta, 2014). 

3
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4
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lingkungannya berdasarkan kepercayaan tersebut.
5
 Jadi agama 

dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang mengatur seseorang 

dalam hal kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan, baik 

hubungan kepada Tuhan dalam hal ibadah, maupun hubungan 

antar sesama manusia dan lingkungan sekitar. 

Berdasarakan dua definisi di atas, bisa diambil 

kesimpulan bahwasanya yang dinamakan sebagai penyuluh 

agama adalah seseorang yang memberi petunjuk mengenai tata 

cara menjalin hubungan kepada Tuhan dalam hal ibadah, maupun 

hubungan antar sesama manusia serta lingkungan sekitar.  

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan 

lebih difokuskan kepada penyuluh agama Islam. Jadi, petunjuk, 

penerangan, maupun bimbingan yang diberikan kepada khalayak 

disesuaikan dengan ajaran agama dari Allah SWT. yang 

disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. dan berpedoman 

kepada Al-Qur‘an serta Hadis Nabi Muhammad SAW. 

c. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama 

1) Landasan Filosofis 

a.) Q.S. Ali Imran : 104 

يَىٍ يريكٍفى بًٍِ مىعٍريكٍؼً  ٍ  يٍ   ي مَّ ه يمَّدٍعيوٍفى ً لَى  لْىٍيًٍْ كى كىٍ  ى يٍ   ًٌ
كى  ي ي  ٍ ميٍ ً  يوٍفى  ىِٕ

ٰۤ
رً ۗ كى يك    كىيػى ػٍهىوٍفى عىً   ٍ ميٍ  ى

Artinya: ―Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan 

orang yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar. Dan mereka 

itulah orang-orang yang beruntung.‖
6
 

 

Ayat di atas relevan dengan tugas pokok seorang 

penyuluh agama sebagai perwakilan dari sekelompok 

masyarakat yang mengajak kepada kebajikan dan 

mencegah kemungkaran. Pengimplementasian tugas 

pokok dan fungsi penyuluh di sini diwujudkan dengan 

mengajak, membimbing, dan menyeru kepada 

masyarakat untuk mengerjakan kebajikan sebagai 

kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. 

serta meminimalisir terjadinya kemungkaran dan 

                                                           
5
 Penyusun. 13 

6
 Ma‘had Tahfidh Yanbu‘ul Qur‘an Kudus, Al-Qur‟an Al-Quddus (Kudus: 

CV. Mubarokatan Thoyyibah,), 62. 
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penyelewengan di masyarakat dengan cara melarang 

segala perbuatan yang dilarang oleh syariat.    

b.) Q.S. Ali Imran : 110 

اي ػٍ يٍ  خى ػٍرى  ي مَّ و  يخٍرجًىتٍ  ً  مَّ سً تَىٍ يريكٍفى بًٍِ مىعٍريكٍؼً كى ػى ػٍهىوٍفى 
رً كى ػيٍ ً  ػيوٍفى  بًِللٌّ ً ۗ كى ىوٍ    ى ى  ىٍ لي  ٍ ً   بً  ى ى فى خى ػٍرن   عىً   ٍ ميٍ  ى

ً ليوٍفى    مَّيٍ  ۗ ً  ػٍهي ي  ٍ ميٍ ً  ػيوٍفى كى ىاٍ ػىري ي ي  ٍ   
Artinya: ―Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang 

dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) 

menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar, dan beriman 

kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara 

mereka ada yang beriman, namun kebanyakan 

mereka adalah orang-orang fasik.‖
7 

 

Dikatakan bahwa umat Islam merupakan 

generasi umat yang terbaik karena di dalamnya terdapat 

peran seorang mukmin yang mengajak kepada kebajikan 

dan mencegah kemungkaran. Ayat tersebut 

menggambarkan betapa besar peran seorang penyuluh 

agama dalam masyarakat sebagai seseorang yang 

memberikan petunjuk dan penerangan terhadap perkara 

yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah SWT. 

Berkat dari peran dan perjuangan seorang penyuluh dapat 

disimpulkan bahwa umat Islam merupakan generasi yang 

Khaira Ummah.  

c.) Q.S. An Nahl : 125 

ً ٍ لً رى ًٌكى بًِ  وٍعًظىً   لْىٍ ى ىً  كىجى دًٍ يٍ   يدعٍي ً لَ  سى ً  كى ٍ مى لًٍٍْ مى
ً ٍ ً ه   ً فمَّ رى مَّكى  يوى  ىعٍ ى ي بِىٍ  ضىلمَّ عىٍ  سى

ۗ
 كى يوى بًِ مَّتًٍِ ً  ى  ىحٍ ى ي

 بًٍِ ميهٍ ىدًيٍ ى   ىعٍ ى ي 
Artinya: ―Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu 

dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka dengan cara yang 

baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang 

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya (Semarang: Toha 
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lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-

Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa 

yang mendapat petunjuk.‖
8
 

 

Dalam Qur‘an Surat An Nahl ayat 125 di atas 

menerangkan tentang tata cara seorang penyuluh dalam 

melaksanakan tugasnya. Hendaknya dalam memberikan 

pengajaran kepada masyarakat disampaikan dengan cara 

yang baik serta menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami oleh masyarakat. Apabila dalam proses 

penyuluhan terdapat perbedaan pendapat antara penyuluh 

dengan  masyarakat, maka penyuluh pun harus bersabar 

dan tetap mengontrol emosi untuk berdiskusi dengan cara 

yang baik serta memberikan argument yang kuat dan 

sesuai dengan syariat. 

d.) Hadis Nabi Muhammad SAW. 

  لْيدٍرمًًٌ رىضً ى  ي عىٍ هي   ى ؿى عىٍ   ىً  
عٍتي رىسيوؿى :  سىعًٍ دو سَىً

هٍي  ً ىدًهً   ىإًفٍ اىٍ »: يػىليوٍؿي صلى الله عليه وسلم ً    ىٍ  رى ىل ً ٍ  يٍ   يٍ  ىر ن  ػىٍ  ػيغىيًٌْ
يى  ىطًٍ   ىً ً  ى نهًً   ىإًفٍ اىٍ يى  ىطًٍ   ىً لىٍ ً هً كىذىً كى  ىضٍعىفي 

يـ «  اًٍ ى فً   .سًٍ  ه رىكى هي 
Artinya: Dari Abu Sa‘id Al-Khudri radhiyallahu „anhu, 

ia berkata, ―Aku mendengar Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 

‗Barangsiapa dari kalian melihat 

kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. 

Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika 

tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu 

merupakan selemah-lemahnya iman.‖ (HR. 

Muslim) [HR. Muslim, no. 49].
9
 

 

Hadis Nabi Muhammad SAW di atas dapat 

disimpulkan mengenai hukum dari penyuluhan dalam 

konteks mengajak kepada kebajikan dan mencegah 

kemungkaran adalah wajib. Apabila seseorang melihat 

kemungkaran di depan matanya hendaknya diarahkan 

                                                           
8
 Tim Asatiz Al-Qur‘an Cordoba, Al-Qur‟an Per Kata Warna (Bandung: 

Cordoba, 2017), 281. 
9
 Netisulistiani, “Penyuluh Agama,” Wordpress.com, 2012. 
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dan dibimbing kembali ke jalan yang benar dengan 

menggunakan tangannya (amal perbuatan). Jika belum 

mampu mengarahkan dengan amal perbuatan atau 

tingkah laku, diarahkan dengan memberikan pengertian 

melalui lisannya. Dan jika masih belum bisa memberikan 

pengertian melalui lisan, maka setidaknya dalam hatinya 

meyakini bahwa hal tersebut merupakan sebuah 

kemungkaran. Namun, penyuluhan yang hanya sampai 

dalam hati si penyuluh tentu tidak akan sampai pada 

masyarakat yang melakukan kemungkaran tersebut. Oleh 

karena itu, dikatakan bahwa hal tersebut merupakan 

selemah-lemahnya iman.  

2) Landasan Hukum 

Landasan hukum mengenai keberadaan Penyuluh 

Agama di Indonesia adalah: 

a.) Keputusan Menteri Nomor 791 Tahun 1985 tentang 

honorarium bagi Penyuluh Agama. 

b.) Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara No: 574 Tahun 1999 

dan Nomor: 178 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional 

Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya. 

c.) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur 

Negara No: 54/Kep/MK.Waspam/9/1999 tentang Jabatan 

Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
10

 

d. Macam-macam Penyuluh Agama 

Penyuluh agama dibedakan berdasarkan lingkungan 

tempat mereka bertugas terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Penyuluh Agama Muda 

Merupakan penyuluh agama yang diberikan amanah 

guna memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di 

kalangan pedesaan. 

2) Penyuluh Agama Madya 

Merupakan penyuluh agama yang diberikan amanah 

guna memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di 

kalangan perkotaan. 

 

                                                           
10

 Ami Tri Lestari, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Meningkatkan 

Pemahaman Agama Pada Masyarakat di Kelurahan Pamulang Barat 

Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan” (UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, 2021), 29. 
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3) Penyuluh Agama Utama 

Merupakan penyuluh agama yang diberikan amanah 

guna memberikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di 

kalangan para pejabat instansi pemerintah maupun swasta.
11

 

Sedangkan dalam lingkup wilayah kementerian agama 

penyuluh agama dalam melaksanakan tugas penyuluhan dibagi 

menjadi dua, yakni penyuluh agama fungsional (PNS) dan 

penyuluh agama non PNS. 

1) Penyuluh Agama Fungsional (PNS) 

Penyuluh agama fungsional berasal dari kalangan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat tugas, tanggung 

jawab, wewenang, serta hak secara penuh untuk 

melaksanakan serta mengembangkan kegiatan bimbingan, 

konseling, atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui 

bahasa agama. 

2) Penyuluh Agama Non PNS 

Penyuluh agama non PNS berasal dari kalangan 

masyarakat yang kemudian biasa dikenal dengan istilah 

penyuluh agama honorer, yakni pakar agama, guru ngaji, 

ataupun mubaligh yang melaksanakan kegiatan dakwah.
12

 

Dalam prakteknya, spesialisasi penyuluh agama non 

PNS di tingkat kecamatan, dibagi menjadi delapan 

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarat Islam No. 298 Tahun 2017 taentang Pedoman 

Penyuluh Agama Non PNS, yakni sebagai berikut: 

a) Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf al-Qur'an, yakni 

penyuluh yang memiliki tugas untuk secara bertahap 

menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan 

menulis huruf al-Qur'an; 

b) Penyuluh Keluarga Sakinah, yakni penyuluh yang 

mempunyai peran untuk membentuk keluarga sakinah 

pada masyakarat; 

c) Penyuluh Zakat, yakni penyuluh yang memiliki tanggung 

jawab untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari 

masyarakat dan juga untuk masyarakat; 

                                                           
11

 Rohman Karim, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah 

Konflik Suami dan Istri di Desa Karangmalang (Studi Kasus KUA Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus)” (IAIN Kudus, 2019), 16. 
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 Nurkalbi, “Peranan Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman 

Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi di 

Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone)” (IAIN Bone, 2020), 19. 
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d) Penyuluh Wakaf, yakni penyuluh yang bertugas untuk 

meningkatkan pontensi dan pendayagunaan wakaf dari 

masyarakat dan juga untuk masyarakat; 

e) Penyuluh Produk Halal, yakni penyuluh yang 

mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan 

masyarakat muslim Indonesia yang sadar akan produk 

halal; 

f) Penyuluh Kerukunan Umat Beragama, yakni penyuluh 

yang memiliki tugas untuk senantiasa mendorong 

masyarakat dalam menciptakan kerukunan kehidupan 

beragama; 

g) Penyuluh Radikalisme dan Aliran Sempalan, yakni 

penyuluh yang mempunyai tugas untuk membantu 

instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya 

perilaku radikal dan aliran sempalan di kalangan 

masyarakat melalui pendekatan agama; 

h) Penyuluhan Napza dan HIV/AIDS, yakni penyuluh yang 

bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam 

proses rehabilitasi pengguna Napza dan ODHA melalui 

pendekatan spritual.
13

  

e. Tugas Penyuluh Agama 

Berdasarkan ketentuan keputusan Menteri Negara 

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK. 

WASPAN/9/1999 tugas pokok dari penyuluh agama ialah, 

melaksanakan serta mengembangkan kegiatan bimbingan, 

konseling, atau penyuluhan agama serta pembangunan melalui 

bahasa agama.
14

 

f. Fungsi Penyuluh Agama 

Fungsi penyuluh agama terdiri dari beberapa macam, 

yakni:   

1) Fungsi Informatif dan Edukatif 

Dalam fungsi informatif dan edukatif ini, penyuluh 

agama memposisikan dirinya sebagai da‘i atau muballigh 

yang berkewajiban mendakwahkan ajaran Islam, 

                                                           
13

 Zaenal Abidin Eko Putro Sholahuddin, “Penyuluh Agama Islam, 

Religiusitas, Dan Salatiga Sebagai Kota Toleran,” Andragogi: Jurnal Diklat 

Teknis Pendidikan Dan Keagaamaan 8, no. 2 (2020): 516. 
14

 Nurul Laila Hidayat, “Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama 

Islam Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kampung Sakinah 

Kabupaten Jember),” Indonesian Journal of Islamic Communication 3, no. 1 

(2020). 
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menyampaikan penerangan seputar agama, serta mendidik 

masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai tuntunan Al-

Qur‘an dan Hadis Nabi   

2) Fungsi Konsultatif 

Dalam fungsi konsultatif, penyuluh agama 

berkewajiban turut memikirkan dan membantu memecahkan 

masalah yang ada di masyarakat, baik masalah pribadi, 

keluarga, atau masalah yang secara umum terjadi di kalangan 

masyarakat. 

3) Fungsi Advokatif 

Dalam fungsi advokatif ini, penyuluh agama 

mempunyai tanggung jawab moral serta sosial untuk 

melakukan pembelaan terhadap umat atau masyarakat 

binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, 

serta tantangan yang dapat merusak akidah, ibadah, dan 

akhlak di masyarakat.
15

 

4) Fungsi Administratif 

Dalam fungsi administratif ini, penyuluh agama 

berkewajiban dalam hal merencanakan, melaporkan, serta 

mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan yang 

telah dikerjakan.
16

 

Selain empat fungsi di atas, penyuluh agama juga 

mempunyai fungsi hukum yang digunakan sebagai kontrol sosial 

dalam masyarakat, dimana proses pengendalian sosialnya bisa 

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 

1) Persusasif 

Persusaif merupakan bentuk proses pengendalian 

sosial yang dilaksanakan tanpa paksaan, seperti mendidik dan 

mengajak dalam proses sosialisasi. Cara yang seperti ini 

digunakan sebagai upaya antisipasi terhadap terjadinya 

gangguan-gangguan di masyarakat.  

2) Coercive 

Coercive merupakan bentuk proses pengendalian 

sosial yang menggunakan paksaan atau kekerasan. Coercive 

dapat direpresentasikan dalam wujud seperti penjatuhan 

                                                           
15

 Sukmawati, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membina Akhlak 

Remaja di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare” 

(IAIN Parepare, 2021). 23 
16

Nurkalbi, “Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman 

Pelaksanaan Hibah Kepada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Di 

Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone),” 21. 
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sanksi kepada masyarakat yang melanggar maupun 

menyimpang dari kaidah yang berlaku.
17

 

g. Syarat-syarat Penyuluh Agama 

Menjadi seorang penyuluh agama harus siap 

menjalankan tugas yang bisa dikatakan mulia untuk 

melaksanakan kegiatan dakwah di masyarakat. Oleh karena itu, 

seorang penyuluh agama harus memenuhi persyaratan dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana berikut: 

1) Memiliki kemampuan serta pengetahuan untuk memberikan 

materi penyuluhan agama. 

2) Memiliki pengalaman sebagai penyuluh agama. 

3) Memiliki surat keterangan sebagai bukti bahwa yang 

bersangkutan memiliki kompetensi dan kemampuan di 

bidang penyuluhan. 

4) Memiliki surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak 

terlibat dalam Gerakan 30 September PKI serta berkelakuan 

baik. 

5) Baik penyuluh agama yang berkedudukan di badan swasta 

maupun PNS wajib memiliki izin dari pimpinan atau kepala 

kantor dimana tempat yang bersangkutan bekerja. 

6) Pendidikan terakhir Penyuluh Agama Muda minimal di 

tingkat SMA/SLTA.  

7) Pendidikan terakhir Penyuluh Madya disyaratkan minimal S1 

di bidang agama. 

8) Syarat pendidikan terakhir Penyuluh Utama minimal sarjana 

agama atau setidaknya memiliki keahlian khusus dalam 

bidang keagamaan.
18

 

h. Kompetensi Penyuluh Agama 

Secara operasional, kompetensi penyuluh agama 

dirumuskan dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan 

Nomor 178 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa kompetensi 

penyuluh agama meliputi: bimbingan atau penyuluhan agama dan 

pembangunan, pengembangan bimbingan, pengembangan profesi 

serta penunjang tugas sebagaimana tabel di bawah ini:
 19
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 Nurkalbi, 21. 
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 Karim, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Konflik Suami 

Dan Istri Di Desa Karangmalang (Studi Kasus KUA Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus),” 19. 
19

 Muhammad Qadaruddin Abdullah, “Prospek Bimbingan Konseling 

Islam,” Repository IAIN Pare, 2020, 4, repository.iainpare.ac.id/1183/1/prospek 

BPI.BKI.pdf. 
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Tabel 2.1 Analisis Kompetensi Inti Penyuluh Agama 

Islam 

(M. Taufik Hidayatullah, 2013) 

No. Kompetensi 

Penyuluh 

Agama 

Ragam Aktivitas Dimensi 

Kompetensi Terkait 

1. Bimbingan atau 

penyuluh agama 

dan 

pembangunan 

Melaksanakan 

bimbingan 

penyuluhan 

Melaksanakan 

konsultasi 

Menyusun rencana 

penyuluh 

Menganalisis 

potensi wilayah 

Menyusun materi 

penyuluhan 

Menyusun laporan 

penyuluhan 

Menyelenggarakan 

penyuluhan 

Kemampuan 

komunikasi 

Menerapkan 

pembelajaran orang 

dewasa 

Mengembangkan 

kelompok 

 

2. Pengembangan 

bimbingan atau 

penyuluh agama 

dan 

pembangunan 

Menyusun juklak 

Mengembangkan 

metode bimbingan 

dan penyuluhan 

Menyusun konsep 

penyuluhan 

Mengembangkan 

materi bimbingan 

dan penyuluhan 

Bidang keahlian 

Kepemimpinan 

Mengembangkan 

penyuluhan 

3. Pengembangan 

profesi 

Membuat karya tulis 

ilmiah 

Membimbing 

penyuluh yang ada 

di bawahnya 

Bidang keahlian 

Mengembangkan 

profesionalisme 

 

4. Penunjang tugas Mengikuti seminar 

atau yang setara 

Aktif menjadi 

pengurus organisasi 

atau pendidikan 

 

Kepemimpinan 

Kemampuan 

komunikasi 

Mengembangkan 

profesionalisme 
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i. Sasaran Penyuluh Agama 

Sasaran penyuluh agama mencakup kalangan seluruh 

umat Islam maupun non Islam yang ada di Indonesia dari 

berbagai latar belakang budaya maupun pendidikan. Ditinjau dari 

segi tipenya, masyarakat Indonesia terdiri dari tiga tipe golongan, 

yakni masyarakat pedesaan, perkotaan, dan masyarakat 

cendekiawan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa sasaran dari penyuluh agama terdiri dari 

seluruh lapisan masyarakat tanpa ada perbedaan antara yang satu 

dengan yang lainnya untuk menjalankan misi utama 

mendakwahkan ajaran amar ma‟ruf nahi munkar dari Allah 

SWT.
20

 

j. Materi Penyuluh Agama 

Materi penyuluhan merupakan suatu hal yang 

disampaikan selama proses kegiatan penyuluhan, baik yang 

berupa ilmu, materi, maupun yang sejenis lainnya. Materi 

penyuluhan dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan 

kebutuhan sasaran. Secara umum, materi penyuluhan oleh 

penyuluh agama dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal, yakni 

materi seputar keimanan (akidah); materi seputar keislaman 

(syariah); dan yang terakhir materi seputar budi pekerti (akhlakul 

karimah).  

Materi penyuluhan setidaknya harus memenuhi beberapa 

kriteria agar bisa diterima, dimanfaatkan, serta diterapkan oleh 

sasaran dengan baik, diantaranya: 

1) Materi penyuluhan relevan dengan tingkat kemampuan 

sasaran penyuluhan. 

2) /Materi penyuluhan tidak bertentangan dan sejalan dengan 

adat maupun kepercayaan yang ada di daerah setempat. Serta 

dapat mendatangkan keuntungan. 

3) Materi penyuluhan bersifat praktis, mudah dipahami, serta 

diterapkan sesuai dengan tingkat pengetahuan. 

4) Materi penyuluhan dibawakan dengan cara yang 

mengesankan, dan dapat implementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari.
21

 

 

                                                           
20

 Risqi Nidiya Putri, “Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan 

Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae Kudus” (IAIN Kudus, 2019), 14. 
21

 Nor Azizah Sofiyani, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam 

Menumbuhkan Keberagamaan Remaja Di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong 

Kabupaten Jepara” (IAIN Kudus, 2019), 23. 
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2. Konsep Dasar Literasi 

Pada dasarnya, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan 

membaca serta menulis. Kemudian selanjutnya pengertian literasi 

tersebut berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, 

berbicara, serta menyimak.
22

 

Literasi tidak hanya mencakup keterampilan membaca serta 

menulis, namun juga mencakup keterampilan berpikir menggunakan 

sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan 

auditori. Komponen literasi meliputi: 

a. Literasi Dini (Early Literacy), yaitu kemampuan untuk 

menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui 

gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi 

dengan lingkungan sosialnya di rumah. 

b. Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan untuk 

mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung 

(counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk 

memperhitungkan (calculating), mempersepsikan informasi 

(perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan 

informasi (drawing) berdasarkan pemahaman dan pengambilan 

kesimpulan pribadi. 

c. Literasi Perpustakaan (Library Literacy ), antara lain, 

memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan 

nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, 

memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi 

pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan 

perpustakaan, memahami penggunaan 

katalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam 

memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah 

tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. 

d. Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk 

mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media 

cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media 

digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. 

e. Literasi Teknologi (Technology Literacy ), yaitu kemampuan 

memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti 

keras (hardware), peranti lunak (software), serta etika dan etiket 

dalam memanfaatkan teknologi. 

                                                           
22

 Ika Fadilah Ratna Sari, “Konsep Dasar Gerakan Literasi Sekolah Pada 

Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti,” Al-

Bidayah : Jurnal Pendidikan Dasar Islam 10, no. 01 (2018): 93. 
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f. Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat 

lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang 

mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan 

memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan 

bermartabat.
23

 

  

3. Manajemen Birokrasi 

a. Konsep Dasar Manajemen 

1) Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari bahasa Inggris management 

yang mengandung unsur kata kerja to manage, yang secara 

umum dapat diartikan sebagai mengurusi. Lauren A. Aply 

sebagaimana yang dikutip oleh Tanthowi menerjemahkan 

manajemen sebagai “the art of getting done though people” 

atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang 

lain.
24

 

Selain dipandang sebagai ilmu dan seni, manajemen 

juga dapat dikatakan sebagai profesi karena manajemen 

harus dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai prestasi 

manajer yang diikat oleh kode etik dan dituntut untuk bekerja 

secara profesional. Menurut Robert L. Katz seorang manajer 

yang professional harus memiliki kemampuan, sosial 

(hubungan manusiawi) dan teknikal. Konsep kemampuan 

yang dimaksud di sini adalah kemampuan mempersepsi 

organisasi sebagai suatu sistem, memahami perubahan pada 

setiap bagian yang berpengaruh terhadap keseluruhan 

organisasi. Kemampuan sosial atau hubungan manusiawi 

diperlihatkan agar manajer mampu bekerja sama, memimpin 

kelompoknya, serta memahami anggota sebagai individu 

maupun kelompok. Adapun kemampuan teknik yang 

dimaksud berkaitan erat dengan kemamapuan yang dimiliki 

seorang manajer dalam menggunakan alat, prosedur, dan 

teknik bidang khusus seperti halnya teknik dalam 

perencanaan program anggaran, program pendidikan, dan 

sebagainya.
25

 

                                                           
23

 Hamid Muhammad, Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2016). 
24

 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam (Yogyakarta: Penerbit Teras, 

2009), 8. 
25

 Eri Susan, “Manajemen Sumber Daya,” Jurnal Adaara : Jurnal 
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2) Fungsi Manajemen 

Manajemen dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengetahui bagaimana menentukan arah organisasi, 

menciptakan kegiatan dalam organisasi yang efktif dan 

efisien, mendorong terbinanya kerjasama antar sesama 

anggota organisasi sebagai sumber daya manusia, serta 

digunakan untuk melakukan pengawasan kegiatan dalam 

mencapai tujuan.  

Terdapat beberapa pendekatan fungsi-fungsi 

manajemen menurut Robbins: 

a) Perencanaan (Planning)  

Perencanaan (Planning) merupakan fungsi 

manajemen yang mencakup proses dalam 

mengidentifikasikan sasaran, penetapan strategi untuk 

mencapai sasaran dan menyusun rencana lalu 

mengintegrasikan serta mengoordinasikan aktivitas 

maupun kegiatan. 

b) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian (Organizing) merupakan 

fungsi manajemen yang digunakan untuk menentukan 

tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, 

bagaimana proses mengelompokkan tugas, siapa yang 

harus melapor pada siapa dan di mana keputusan dibuat. 

Dalam pengorganisasian ini mempertegas hubungan 

antara atasan dan bawahan, sehingga diharapkan setiap 

anggota dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam 

kondisi yang baik untuk mencapai tujuan organisasi.  

c) Memimpin (Actuating)  

Memimpin (Actuating) merupakan fungsi 

manajemen yang digunakan untuk memotivasi bawahan, 

memengaruhi individu, memiliki saluran komunikasi 

yang efektif, serta memecahkan berbagai macam 

permasalahan yang ada dalam internal maupun eksternal 

organisasi. 

d) Pengendalian (Controlling) 

Pengendalian (Controlling) merupakan fungsi 

manajemen yang digunakan sebagai alat untuk 

memantau kinerja aktual, membandingkan aktual dengan 

standar serta melakukan evaluasi jika diperlukan.
26

 

                                                           
26

 Nurmadhani Fitri Suyuti, Dasar-Dasar Manajemen (Medan: Yayasan 

Kita Menulis, 2020), 4. 
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3) Peran Manajemen 

Peran manajemen menurut Robbins dan Coulter 

mengacu pada perilaku manajerial, diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Peran Antarpribadi 

Peran antarpribadi merupakan peran yang 

melibatkan hubungan antarpribadi serta kewajiban lain 

yang bersifat seremonial dan simbolis yang meliputi 

tokoh pemimpin, pemimpin, dan penghubung. 

b) Peran Informasional 

Peran informasional merupakan peran yang 

mencakup kegiatan menerima, mengumpulkan, serta 

menyebarkan informasi antar pemantau, penyebar, dan 

juru bicara. 

c) Peran Pengambil Keputusan 

Peran pengambil keputusan merupakan peran 

manajerial dalam kemampuannya untuk mengambil 

keputusan.
27

 

4) Prinsip Manajemen 

Henry Fayol mengeemukaan terdapat 14 prinsip 

manajemen, diantaranya: 

a) Pembagian Kerja  

b) Wewenang dan Tanggung Jawab 

c) Disiplin 

d) Kesatuan Perintah 

e) Kesatuan Arah 

f) Meletakkan Kepentingan  

g) Batas Jasa/Pemberian Upah Kompensasi 

h) Sentralisasi 

i) Hierarki 

j) Keteraturan 

k) Keadilan dan Kejujuran 

l) Stabilitas Kondisi Karyawan 

m) Inisiatif  

n) Semangat Korps
28
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 Suyuti, 6. 
28
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b. Konsep Dasar Birokrasi  

1) Pengertian Birokrasi 

Menurut etimologi, birokrasi kata birokrasi terdiri 

dari kata bureau (Bahasa Peranci) yang memiliki arti meja 

tulis dan kata kratos (Bahasa Yunani) yang berarti 

pemerintahan. Dari akar kata tadi dapat dipahami bahwa 

birokrasi mengandung arti orang-orang yang bekerja di balik 

meja tulis di pemerintahan.
29

 

2) Macam-macam Birokrasi  

Menurut Abdullah, birokrasi dibedakan menjadi tiga 

kategori yang meliputi: 

a) Birokrasi Pemerintahan Umum  

Birokrasi pemerintahan umum yakni serangkaian 

organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas 

pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan 

keamanan dari tingkat pusat sampai daerah dimana 

tugas-tugas tersebut lebih bersifat ―mengatur‖ (regulatif 

function). 

b) Birokrasi Pembangunan 

Birokrasi pembangunan yakni organisasi 

pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor 

khusus guna mencapai tujuan pembangunan seperti 

pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan lain 

sebagainya. Fungsi pokok dari birokrasi pembangunan 

adalah fungsi pembangunan (development function) atau 

fungsi adaptasi (adaptive function). 

c) Birokrasi Pelayanan  

Birokrasi pelayanan yakni unit organisasi 

pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian 

atau yang berhubungan dengan masyarakat. Fungsi 

utama dari birokrasi pelayanan adalah pelayanan 

(service) langsung kepada masyarakat.
30

 

3) Model-model Birokrasi 

Dalam terminologi politik, setidaknya terdapat empat 

model birokrasi yang umumnya ditemui dalam praktek 

pembangunan di beberapa negara di belahan dunia. 
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a) Model Birokrasi Weberian 

Model birokrasi Weberian merupakan model 

birokrasi yang digagas oleh Max Weber dimana 

Weberian menunjuk pada model birokrasi yang 

memfungsikan birokrasi harus memenuhi tujuh kriteria 

ideal birokrasi yang meliputi:  

1) Adanya pembagian kerja yang jelas. 

2) Hierarki kewenangan yang jelas. 

3) Formalisasi yang tinggi. 

4) Bersifat tidak pribadi (impersonal) 

5) Pengambilan keputusan mengenai penempatan 

pegawai yang didasarkan atas kemampuan. 

6) Jejak karier bagi para pegawai. 

7) Kehidupan organisasi yang dipisahkan dengan jelas 

dari kehidupan pribadi. 

b) Model Birokrasi Parkinsonian 

Model birokrasi Parkinsonian merupakan model 

birokrasi dengan memperbesar sosok kuantitatf birokrasi. 

Seperti mengembangkan jumlah anggota birokrasi untuk 

meningkatkan kapabilitasnya sebagai alat pembangunan. 

Parkinsonian dibutuhkan sebagai sarana akomodasi 

perkembangan masyarakat yang semakin maju, selain itu 

di sisi lain Parkinsonian juga dibutuhkan untuk 

mengatasi persoalan pembangunan yang semakin 

kompleks.    

c) Model Birokrasi Jacksonian 

Model birokrasi Jacksonian merupakan model 

birokrasi yang menjadikan birokrasi sebagai alat 

akumulasi negara dan menyingkirkaan masyarakat di 

luar birokrasi dari ruang politik dan pemerintahan. 

d) Model Birokrasi Orwelian 

Model birokrasi Orwelian merupakan model 

birokrasi yang menempatkan birokrasi sebagai alat 

perpanjangan tangan negara dalam menjalankan kontrol 

terhadap masyarakat sehingga menyebabkan ruang gerak 

masyarakat menjadi terbatas karena dalam berbagai hal 

terkait dengan kehidupan masyarakat harus meminta izin 

kepada birokrasi.
31

 

 

 

                                                           
31

 Sawir, 9. 



24 

4) Fungsi Birokrasi 

Menurut Hegel, birokrasi digunakan sebagai 

penghubung antara negara dengan civil society. Negara yang 

mengejawantahkan kepentingan umum, sedangkan civil 

society yang merepresentasikan kepentingan khusus yang ada 

di dalam masyarakat. Birokrasi sebagai alat pemerintah harus 

mempunyai kemandirian. Selain itu dalam birokrasi juga 

terdapat aturan-aturan yang rasional, serta struktur organisasi 

dan proses berdasarkan pengetahuan teknis agar birokrasi 

dapat berjalan dengan baik dan efisien.  

Blau & Page memiliki pendapat lain tentang fungsi 

dari birokrasi dimana mereka mengatakan bahwa birokrasi 

sebagai tipe dari organisasi yang dimaksudkan untuk 

mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara 

mengkoordinir secara sistematis pekerjaan dari banyak 

orang. Jadi menurut Blau & Page birokrasi justru digunakan 

untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang 

ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, 

meskipun dalam prakteknya birokrasi seringkali 

mengakibatkan ketidak keefisienan.
32

   

 

4. Konsep Dasar Zakat 

a. Pengertian Zakat 

Menurut bahasa, zakat merupakan kata dasar dari zaka 

yang berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang, berkah, dan 

terpuji. Adapun menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta 

yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang 

berhak menerimanya.
33

 

b. Dasar Hukum Zakat 

Terdapat banyak sekali firman Allah dalam Alqur‘an 

yang menunjukkan tentang kewajiban membayar zakat bagi 

setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Di 

antaranya terdapat dalam QS Al-Baqarah : 43 yang berbunyi: 

ووى كى راٍىعيوٍ   ى ى   رمَّ اًعًٍ ى   كى ىً ٍ ميو    لمَّ  ووى كى   يو    لمَّا 
Artinya: ―Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan 

rukuklah beserta orang yang rukuk.‖ 

                                                           
32

 Harbani Pasolong, Kepemimpinan Birokrasi (Bandung: Alfabeta, 2021), 
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 Irsad Andriyanto, “Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan 
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Perintah untuk menunaikan zakat juga terdapat dalam 

hadis Nabi yang berbunyi: 

زىاى وى  ٍ ً طٍرً طيهٍرىون  ً لمَّ ئًً  ً  ى    مَّغٍوً كى  رمَّ ىثً  -صلى الله عليه وسلم- ػىرىضى رىسيوؿي  للّمًَّ 
كىطيعٍمى ن  ًٍ مى ى اًً   ىٍ   ىدمَّ  ى   ػىٍ لى   لمَّلاىوً  ىهًىى زىاى وه  ىلٍ يو ى ه كى ىٍ   ىدمَّ  ى  

 .عٍدى   لمَّلاىوً  ىهًىى  ىدى ى ه ً  ى   لمَّدى ى تً بى 
Artinya:“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri untuk 

mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau 

dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan 

miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum 

shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang 

menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap 

sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.‖ (HR. Abu 

Daud dan Ibnu Majah). 

 

Legislasi zakat di Indonesia juga diatur dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat dimana bertujan untuk pengembangan 

usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin serta 

peningkatan kualitas umat. 

c. Manfaat Zakat 

Zakat mempunyai peran penting dalam pembangunan 

perekonomian umat. Zakat dapat meningkatkan kemakmuran 

apabila dapat memberikan kegiatan produktif bagi masyarakat 

terutama yang mempunyai potensi keahlian dan dapat 

mengembangkan daya pikir masyarakat untuk hidup yang 

sejahtera. Selain itu zakat juga bertujuan untuk memperluas 

pemerataan guna mencapai kemakmuran, karena orang yang 

memiliki banyak harta dan tergolong wajib zakat dapat 

membantu meningkatkan taraf hidup kelayakan sosial dari 

masyarakat ekonomi ke bawah.
34
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d. Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat 

Allah SWT berfirman dalam QS. At Taubah : 60 tentang 

golongan orang yang berhak menerima zakat: 

 ً ٍ ً ءً كى ٍ مى  
كى ٍ عى ً ً ٍ ى عى ى ػٍهى  كى ٍ مي ى مَّ ىً   ػي يوٍ ػيهيٍ  ً نَّمَّى    لمَّدى  تي  ًٍ  يلىرى ٰۤ

ً ٍ لًۗ  ىريًٍ ى ن  ًٌ ى  للٌّ ً ۗ ً ٍ لً  للٌّ ً كى ٍ ً     مَّ ي  كىفًِ   رًٌ ى بً كى ٍ غى رًً ٍ ى كىفٍِ سى كى للٌّ 
 عىً ٍ  ه حىً ٍ  ه 

Artinya: ―Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan 

hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba 

sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, 

untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha 

Mengetahui, Mahabijaksana.‖  

 

e. Macam-macam Zakat 

Secara umum zakat dibagi menjadi dua macam, yakni 

zakat fithri dan zakat mal. 

1) Zakat Fithri 

Zakat fithri secara etimologi berasal dari dua suku 

kata, yakni zakat dan fithr. Kata fithr memiliki makna 

membelah, muncul, menciptakan. Bisa juga menjadi ifthar 

yang memiliki makna makan karena membatalkan puasa. 

Sedangkan kata fathur mengandung makna makanan yang 

dimakan. Bisa pula diartikan sebagai sarapan pagi, karena 

jika seseorang sarapan pagi, maka otomatis puasannya 

menjadi batal. 

Dalam ilmu fiqih, zakat fithri didefinisikan sebagai 

sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari 

Ramadhan. Selain itu zakat ini disebut dengan fithr karena 

inti dari zakat fithr  ini adalah memberi makanan kepada 

orang yang berhak.
35

  

 

2) Zakat Mal 

Jenis Zakat Mal: 

a) Hewan ternak 

(1) Dasar Hukum Zakat Ternak 

                                                           
35
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Syekh Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-

Ashfahani mengatakan terdapat tiga macam jenis 

hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, 

yakni unta, sapi, dan kambing. Sebagaimana 

penjelasan dari Syekh Taqiyuddin dalam kitab 

Kifayatul Akhyar yang berbunyi: 

 فِ   ى عٍ ىـ  ؿٍ كى  قي ري مٍ غى كى   عي جٍ ى  اًٍ :  وً ثى  ى   ثمَّ  قً ذً  قى   فِ ك هًى جي كي  يلي ؿً دى 
 وي رى ثٍ ؾى   كى قى  اً  ىى  وي رى ثٍ ؾى   كى قى تي رى ثٍ   ؾى قى ييً صً  ى ٍ 
ىـ  هًى   عً ؼى نتً  اًٍ  ىـ نهًى كٍ ؾى  عى    ,  وى  سى كى ىـ  ؿٍ  تٍ ؿى ىـ تى  حٍ ؼى  ون كؿى ؾي  ٍ   
  مَّ    ً قى يٍرً  غى فِ  كبً جي كي  ؿٍ  يـ دى عى  ؿى صٍ  اٍى  فمَّ  ىً   كى قى يٍرً غى  ؼً  ى ً  ً كى 
  صوٌ خى  يلو ؿً دى بً  تى بى   ثى ىـ 

Artinya: ―Dalil yang mewajibkan atau 

mengkhususkan tiga hewan tersebut 

adalah: ijma‘ ulama, dengan alasan tiga 

hewan tersebut banyak jumlahnya, banyak 

manfaatnya, cepat tumbuh kembang 

biaknya dan ada hubungan eksistensinya 

dengan makanan. Dan pada dasarnya 

kenapa hewan ternak selain tiga hewan 

tersebut tidak diwajibkan zakat, kerena 

tidak ada dalil khusus yang 

mewajibkannya (Al-Hisoni, 2008) seperti 

kuda, keledai dan bighol‖ (Al-‘ied, 2008).  

 

Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah 

hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: 
 سى مٍ ؿى  :  ؿى صلى الله عليه وسلم ؽى  ً مَّ    مَّ  فمَّ  ى  وى رى مٍ رى ك قي بي  ى  مى كً ري   مَّ ؿى 
 وه ؽى دى صى  قً سً رى  ؼى  ى كى  قً دً بٍ  عى فِ   ًـؿً سٍ يـ ل  ؿٍ ؿى عى 

Artinya: ―Seorang muslim tidak dikenakan pada 

budaknya dan kuda miliknya‖
36
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(2) Syarat Wajib Zakat Hewan Ternak 

Syarat wajib zakat hewan ternak yang 

dimiliki adalah telah melewati haul (satu tahun) 

qamariyah penuh, serta hewan ternak tersebut 

digembalakan di tempat yang bebas tanpa upah, 

bukan di kurung dalam kandang dan tidak 

digembalakan, dan yang terakhir hewan ternak tidak 

dipakai untuk bekerja.
37

   

(3) Nisab Zakat Hewan Ternak 

Terdapat tiga macam hewan ternak yang 

wajib dikeluarkan zakatnya, yakni unta, sapi dan 

kerbau, serta domba dan kambing. Adapun nishab 

zakat hewan ternak sebagai berikut: 

(a) Nishab Unta 

 5 – 9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. 

 10 – 14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing, 

dst. Setiap bertambah 5 ekor unta. 

 25 – 35 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta bintu 

makhad (anak unta betina umur 1 - 2 tahun). 

 36 – 45 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta bintu 

labun (anak unta betina umur 2 - 3 tahun). 

 46 – 60 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta 

hiqqoh (anak unta betina umur 3 - 4 tahun).  

 61 – 75 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta 

jadza‘ah (anak unta betina umur 4 - 5 tahun). 

 76 – 90 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta bintu 

labun. 

 91 – 120 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta 

hiqqoh. 

 Selanjutnya jika jumlahnya lebih, maka 

setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor unta bintu 

labun dan setiap 50 ekor unta zakatnya 1 

ekor unta hiqqoh.    

(b) Nishab Sapi atau Kerbau 

 30 – 39 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 

ekor sapi jantan atau betina umur 1 - 2 tahun. 

Tidak ada tambahan lain hingga banyaknya 

mencapai 60 ekor. 
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 60 – 69 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 

ekor sapi jantan umur 1 - 2 tahun. 

 70 – 79 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 1 

ekor sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor 

sapi jantan. 

 80 – 89 ekor sapi atau kerbau, zakatnya 2 

ekor sapi betina umur 2 - 3 tahun. 

 Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor sapi, 

zakatnya 1 ekor sapi jantan berumur 1 tahun 

lebih, dan setiap bertambah 40 ekor sapi 

maka bertambah 1 ekor sapi betina berumur 

2 tahun lebih.   

(c) Nishab Kambing atau Domba 

 40 -120 ekor kambing atau domba, zakatnya 

1 ekor kambing. 

 121 – 200 ekor kambing atau domba, 

zakatnya 2 ekor kambing. 

 201 – 300 ekor kambing atau domba, 

zakatnya 3 ekor kambing. 

 Selanjutnya jika lebih dari 300 ekor, maka 

setiap kelipatan 100 dikeluarkan 1 ekor 

kambing.
38

 

b) Emas dan Perak 

(1) Dasar Hukum Zakat Emas dan Perak 

Landasan diwajibkannya zakat emas dan 

perak telah disebutkan dalam QS. At Taubah : 34. 

Allah SWT. berfirman:  

ً  ػٍرن   ًٌ ى  ٍ ىحٍ ى رً كى  رٍُّ  ى فً  ى ىأٍاي يوٍفى  يٰ اىيػُّهى    مَّذًي ى    ى ػيواٍ  ً فمَّ اى
ً ٍ لً  للٌّ ً ۗكى  مَّذًيٍ ى   ىٍ وى ؿى    مَّ سً بًٍِ  ى طًلً كىيىليدُّكٍفى عىٍ  سى

ً ٍ لً يىٍ ً ليكٍفى   ذمَّ ىبى كى ٍ ً  مَّ ى كى ى يػيٍ فً   ػيوٍنػىهى  فٍِ سى
رٍ يٍ   عًىذى بو  ى ًٍ  وۙ     للٌّ ً ۙ  ػى ىلًٌ

Artinya: ―Wahai orang-orang yang beriman! 

Sesungguhnya banyak dari orang-orang 

alim dan rahib-rahib mereka benar-benar 

memakan harta orang dengan jalan yang 

batil, dan (mereka) menghalang-halangi 
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(manusia) dari jalan Allah. Dan orang-

orang yang menyimpan emas dan perak 

dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, 

maka berikanlah kabar gembira kepada 

mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 

azab yang pedih.‖ 

 

(2) Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak 

Syarat wajib dikeluarkan zakat dari emas dan 

perak adalah sebagai berikut: 

(a) Telah mencapai nishab 

(b) Telah mencapai haul 

(c) Telah dikurangi utang dan kebutuhan 

mendadak.
39

  

(3) Nishab Zakat Emas dan Perak 

Nishab emas adalah 20 mitsqal, dengan 

perhitungan 1 mitsqal setara dengan 4,25 gram. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nishab 

emas sama dengan 20 x 4,25 = 85 gram.
40

 

Adapun nishab perak adalah sebesar 200 

dirham, dengan perhitungan 1 dirham senilai dengan 

3 gram. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

nishab perak sama dengan 200 x 3 = 600 gram.
41

 

c) Zakat Pertanian 

(1) Dasar Hukum Zakat Pertanian 

Kewajiban zakat terhadap zakat pertanian 

telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah : 267. Allah 

SWT berfirman : 

ٍـ كىمِمَّ ا يٰ اىيػُّهى    مَّذًيٍ ى    ى ػيواٍ   ىنًٍ ليوٍ  ً ٍ  طى ًٌ  تً  ى  اى ىٍ تي 
  ىخٍرىجٍ ى   ى يٍ   ًٌ ى  ٍ ىرٍضً ۗ

Artinya: ―Hai orang-orang yang beriman, 

nafkahkanlah 

(di jalan Allah) sebagian dari hasil 

usahamu 
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yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 

Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.‖
42

 

 

(2) Syarat Wajib Zakat Pertanian 

Terdapat tiga syarat wajib zakat pertanian, 

yakni tanamannya dipelihara manusia, tanaman 

tersebut merupakan makanan pokok dan bisa 

ditimbun, serta telah melewati nishab.
43

 

(3) Nisab Zakat Pertanian 

Nishab merupakan batas minimal sebuah 

harta sehingga ada kewajiban zakat atas harta 

tersebut. Adapun batas minimal zakat pertanian 

adalah 5 wasaq.
44

 

d) Buah-buahan 

(1) Dasar Hukum Zakat Buah-buahan 

Kewajiban zakat buah-buahan telah 

disebutkan oleh Allah SWT. dalam QS. Al-An‘am 

ayat 141 yang berbunyi: 

تو كى يوى ٱ مَّذًلا  تو كى ى ػٍرى  ىعٍريك ى   ىنلىأى جى مَّ تو  مَّعٍريك ى 
ً هن   كىٱ  مَّخٍلى كىٱ لمَّرعٍى مُيٍ ىً  ن   ياي يهيۥ كىٱ لمَّيػٍ يوفى كىٱ رُّ مَّ فى  ي ىلى 
ً هو ۚ اي يو۟  ً   ثَىىرهًًۦا ً ذى ا  ىثٍَىرى كىءى  يو۟  حىلمَّهيۥ يػىوٍىـ  كى ى ػٍرى  ي ىلى 

بُّ ٱٍ ميٍ رًً  ى حىلى دًهًۦ ۖ  كى ى  يٍ رًؼي   كا۟  ۚ ً نمَّهيۥ  ى  يً
Artinya: ―Dan Dialah yang menjadikan kebun-

kebun yang berjunjung dan yang tidak 

berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman 

yang bermacam-macam buahnya, zaitun 

dan delima yang serupa (bentuk dan 

warnanya) dan tidak sama (rasanya). 

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-

macam itu) bila dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik 

hasilnya (dengan disedekahkan kepada 

fakir miskin); dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

                                                           
42

 Novia Sapna Dewi, “Kesadaran Masyarakat Kandangmas Dawe Kudus 

Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian” (IAIN Kudus, 2021) : 13. 
43

 Galih Maulana, Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrib, 8. 
44

 Dewi, 19. 



32 

tidak menyukai orang yang berlebih-

lebihan.‖ 

 

(2) Syarat Wajib Zakat Buah-buahan 

Terdapat empat syarat wajib diikeluarkan 

zakat buah-buahan, yakni: 

(a) Islam 

(b) Merdeka 

(c) Milik sempurna 

(d) Telah mencapai nishab.
45

 

(3) Nishab Zakat Buah-buahan 

Nishab zakat buah-buahan sama dengan 

zakat pertanian, yakni sebesar limawasaq atau setara 

dengan 647 kg.
46

 

e) Barang Perniagaan  

(1) Dasar Hukum Zakat Perdagangan 

Landasan hukum dikeluarkannya zakat 

perdagangan telah termaktub dalam Q.S. An-Nur : 

37, dimana Allah SWT. berfirman:  

وً  رجًى ؿه  مَّ   ػيٍ هً هًٍ  تًى رىوه كى ى  ػىٍ  ه عى  ذاًٍرً ٱللّمًَّ كىً  ى ًـ ٱ لمَّ ىو 
ري  وً ۙ   ىى  يوفى يػىوٍ ن   ػى ػىلى مَّبي ً  هً ٱٍ لي يوبي كىٱاٍىٍ لى   كىً ي ى اءً ٱ لمَّاىو 

Artinya: ―Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh 

perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli 

dari mengingati Allah, dan (dari) 

mendirikan sembahyang, dan (dari) 

membayarkan zakat. Mereka takut kepada 

suatu hari yang (di hari itu) hati dan 

penglihatan menjadi goncang.‖ 

 

(2) Syarat Wajib Zakat Perdagangan 

Suatu harta dapat dikatakan sebagai harta 

dagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

(a) Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang. 

(b) Telah mencapai waktu satu tahun dihitung dari 

waktu permulaan usaha dagang. 
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(c) Telah mencapai satu nishab setelah 

dikonversikan kepada emas dan perak.
47

 

(3) Nishab Zakat Perdagangan 

Nishab zakat perdagangan setara dengan 

nishab emas, yakni sebesar 85 gram. Selain telah 

mencapai nishab, zakat perdagangan juga 

dikeluarkan apabila telah mencapai haul, dan bebas 

dari utang, dengan kadar zakat yang dikeluarkan 

sebesar 2,5%.
48

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Judul dari penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya 

oleh orang lain. Karya tulis ilmiah ini merupakan penelitian yang 

pertama dilakukan di Desa Dersalam, Kecamatan Bae, Kabupaten 

Kudus, khususnya tentang peran penyuluh agama Kecamatan Bae 

dalam meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam. 

Namun pada penelusuran yang telah dilaksanakan, peneliti 

menemukan beberapa hasil peelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian yang dikaji oleh penliti. Penelitian tersebut diantaranya: 

No. 
NAMA 

PENELITI 
PERSAMAAN PERBEDAAN 

HASIL 

PENELITIAN 

1. 

Mas‘amah 

Judul 

penelitian, 

―Tinjauan 

Undang-

undang 

Nomor 23 

Tahun 2011 

tentang Zakat 

terhadap 

Peran 

Pemberdayaan 

Zakat secara 

Produktif oleh 

Persamaannya 

terletak pada 

fokus 

penelitiannya 

mengenai 

bagaimana 

penyuluh 

memberikan 

penyuluhan 

tentang 

pemberdayaan 

zakat kepada 

masyarakat. 

Perbedaannya 

terletak pada 

kajian undang-

undang yang 

dijadikan 

sebagai acuan 

penelitian. Di 

mana pada 

penelitian ini 

berdasarkan 

UU No. 23 

Tahun 2011, 

sedangkan pada 

penelitian yang 

Pemberdayaan 

zakat secara 

produktif oleh 

PAIF telah 

dilakukan secara 

perseorangan 

maupun komunal 

yang secara efektif 

berperan untuk 

memberi semangat 

para muzakki 

untuk berzakat 

melalui BAZNAS 
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Penyuluh 

Agama Islam‖ 

dikaji peneliti 

berdasarkan 

Peraturan 

Menteri Agama 

No. 34 Tahun 

2016. 

2. 

Fauzul Hanif 

Noor Athief 

dan Dzaky 

Adam 

Thamrin 

Judul 

penelitian, 

―Penyuluhan 

Zakat Padi 

Bagi 

Masyarakat 

Bendosari‖ 

Persamaannya 

Terletak pada 

tujuan 

penelitian yang 

membahas 

penyuluhan 

zakat kepada 

masyarakat.  

Perbedaannya 

Penelitian yang 

dibahas peneliti 

mengkaji 

tentang 

bagaimana 

faktor 

penghambat 

terjadinya 

proses 

penyuluhan, 

sedangkan 

penelitian ini 

membahas 

bagaimana 

dampak setelah 

terlaksananya 

penyuluhan. 

Pemahaman 

penduduk desa 

terkait zakat 

tanaman, 

khususnya zakat 

padi meningkat 

secara signifikan 

setelah 

diadakannya 

seminar. 

3. 

Sarjan 

Judul skripsi, 

―Peranan 

Penyuluhan 

Islam Terhadap 

Pengelolaan 

Zakat Badan 

Amil Zakat di 

Kelurahan 

Mappala 

Kecamatan 

Rappocini Kota 

Makassar‖ 

Persamaannya 

terletak pada 

fokus masalah 

yang dikaji, 

yakni 

bagaimana 

peran penyuluh 

terhadap 

pengelolaan 

zakat. 

Perbedaannya 

selain terletak 

pada setting 

penelitian, 

peneltian yang 

dikaji di sini 

berkaitan 

terdapat 

sangkut paut 

dan 

kerjasamanya 

dengan 

BAZNAS 

setempat. 

Sedangkan 

yang dikaji 

peneliti tidak 

berkaitan 

Upaya Penyuluhan 

Islam terhadap 

Pengelolaan Zakat 

Badan Amil Zakat 

(BAZNAS) di 

Kelurahan 

Mappala 

Kecamatan 

Rappocini Kota 

Makassar pada 

dasarnya 

Mengadakan 

penyuluhan dan 

sosialisasi 

kepada 

masyarakat, 

Membentuk UPZ 

(Unit Pengumpul 
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dengan 

kerjasama dari 

BAZNAS.  

Zakat), 

Memberikan 

Kemudahan 

Kepada Muzakki, 

Sistem Terbuka, 

Pemberian Tunai. 

4. 

Muhammad 

Rudi Wijaya 

dan Anas 

Habibi Ritonga 

Judul 

penelitian, 

―Improvement 

of Community 

Welfare 

through  

Produvtive 

Zakat 

Empowerment 

(Case Study in 

KUA, 

Batanghari 

District, East 

Lampung 

Regency)‖ 

Persamaannya 

terletak pada 

tujuan dari 

penelitiannya 

yang sama-

sama 

diharapkan 

dapat 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

melalui zakat 

produktif yang 

dilakukan oleh 

penyuluh di 

KUA.  

Perbedaannya, 

jika penelitian 

yang dikaji di 

sini berkaitan 

dengan strategi 

penyuluh untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

melalui zakat 

produktif, 

penelitian yang 

dikaji peneliti 

berkaitan 

dengan 

bagaimana pran 

dan faktor 

penghambat 

proses 

penyuluhan 

yang dilakukan 

oleh penyuluh 

agama.  

Hasil penelitian 

peningkatan 

kesejahteraan 

melalui zakat 

produktif 

dilakukan melalui 

1. Perencanaan 

Program, yaitu 

dengan 

menganggarkan 

Rencana Kegiatan 

kepada penerima, 

2. Implementasi 

pemberdayaan 

yaitu pemberian 

zakat kepada 

mustahiq, 

pelaksanaan 

pendampingan 

serta penguatan 

mental 

keagamaan bagi 

mustahiq, dan  

3. Mengevaluasi 

kegiatan 

pemberdayaan 

yaitu melakukan 

review bagi 

penerima dan 

mengembalikannya 

kepada mustahiq 

baru. 

 

Dari beberapa penelitian di atas, dapat diambil sebuah 

kesimpulan bahwa kebanyakan penelitian terdahulu lebih berfokus 

pada bagaimana mengelola zakat yang telah dihimpun, serta 



36 

keefektifitan penyuluh Islam dalam meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk berzakat secara umum. Sedangkan suatu hal yang 

ingin peneliti kaji pada penelitian ini adalah bagaimana peran dan 

upaya penyuluh Agama Islam bidang zakat di KUA Kecamatan Bae 

dalam meningkatkan literasi zakat masyarakat Desa Dersalam.  

 

C. Kerangka Berfikir 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, dapat dipahami bahwa 

penyuluh agama non PNS berada di bawah naungan instansi Kementerian 

Agama Kabupaten, tepatnya di lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) 

yang berada di tingkat kecamatan. Penyuluh Agama non PNS yang 

berspesialisasi di bidang zakat memiliki tugas untuk memberikan 

pelayanan bimbingan dan konsultasi masalah zakat kepada masyarakat. 

Dalam melaksanakan bimbingan dan konsultasi zakat kepada masyarakat, 

penyuluh agama memiliki peluang dan hambatan yang dapat berakibat 

pada pemahaman literasi zakat di masyarakat. 

Kementerian Agama 

Kabupaten Kudus 

Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bae 

Pelayanan Bimbingan dan 

Konsultasi Zakat 

Penyuluh Agama Non PNS Spesialisasi Zakat 

Hambatan Peluang 

Peningkatan Pemahaman 

Literasi Zakat Masyarakat Desa 

Dersalam 


